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PERATURAN DAERAJT KABUPATEN RAJAAMPAT 

NOMOR 8 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVEDANHUTANPANTAJ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ RAJA AMP AT, 

a. bahwa hutnn mangrove dan butan pantai yang tcrscbar di bcbcrapa 
daerah dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakan potcnsi 
yang. memilik.i peran nyata da!am berkootribusi tcrbadap ruaofaat 
ekologi, soslaJ. budaya dan ekonom.i secara scimbang. bc.rlcclanjutan 
dan dinamis bagi penghidupan dan ke.bidupan satwa dan umat 
manmiayang mcndiami wilayah di sepanjang pantai, pesisir dan 
pulau-pulau kecil~ 

b. bahwa butan mangrove dan hutan pantai selnin bermanfaat 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. juga memiliki fungsi sebagai 
peny angga alau filter dalam proses penyarioJ,ran atas limbah yang 
berdampak terhadap ancaman kerusa.kan ekologilekosistem taut; 

c. bahwa untuk mcngantisipasi pcman.faatan butan mangrove dan 
hutan pantai secara tidak. terkcndali, maka perlu dilakukan upaya 
penccgaban de11gan menetapkan suatu penl(lgkat aturan hukwn 
daerah di Kabupaten Raja Ampat; 

d. bahwa berdasru:kan pertimbangan sebag.aimaM dimak.sud pada 
huruf a. huruf b, dan huruf c, maka perlu mcmbcntuk 
Peraturan Oaerab tentang Perlindungan Hutan Mangrove dan 
lluta:n Pantai; 

1. Undang-undang Nomor S Tahun 1960 tentang Pcraturan 
Dasar Pokok·pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104Tambahan Lcmbaran Negara No.mor 2043); 

2. Undaog-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Daer:ab Otonom lrian Bara1 dan Kabupaten Otonom di Provinsi lrian 
Barai (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, 
Tambahan Lemharan NegaraRepublik Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahuo 1985 tentang Perikanan (Lcmbanut 
Negard Tahun 1985 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3299); 

4. Undang-uodang Nomor 5 Tahun 1990 tcntang konservasi 
Sumber Daya A1am Hayati dan Ekosistemnya (Lcmbaran Negara 
Tabun 1990 Noroor 49, Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3419); 

5. Undang-und.ang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambuban Lembaran 
Negata Nornor 3427); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan 
Ungkungan Hidup (Lembaran Ncgara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambaban Lembamn Negara No.mor 3699); 

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kebutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 NomoJ" 167, Tambahan 
Lembaran Negard Nomor 3888); 



8. Undang-Undans Nomor 21 Tahun 2001 tcnt.aQg Otonomi Khusus 
8agi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Penuu.ran 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2008 tenta.ng 
Perubahan Undang-Undang Nomor- 21 TahWl 2001 tentang Otooomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 
ludonesia Nomor 4842); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sanni, Kabupaten Keerom, .Kabupaten Sorong Selat.an, 
Kabupaten ~a Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupatcn 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Dlgoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Tcluk Bintuni, .Kabupaten Teluk Wondama di 
Provinsi Papua (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842); 

10. Undaog-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemcnnlaban 
Daerah (Lembaran Ncgara Republik lndooesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebasaimana beberapa k.ali diubah teralchir dengan Undang-UnJMg 
Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Lentang Pemcrintahan Daerah (Lembaron 
Negara Republik Tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

ll. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerinlah Pusal dan Pemermlah.an Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Uodang-uodang Nomor 27Tahun 2007 tentang Pengelo1aan Wilayah 
Pesisir dan Pulan-pulau kecil (Lembaran Negara Republik .Indonesia 

Tabun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Jndonesin Nomor 4726); 
14. Undang-undaog Nomor 32Tahun 2009 tentaog Perlindungan dan 

Pengelo1aao Linglrungon llidup (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia TalJUn 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negora 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

I 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 II tcntang Pembentukan 

Pcnturan Perundang-Undansnn (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembamn Negara 

Republik Indonesia Nomor5234); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencern8180 dan atau Pcrusakan Laut (Lembaran Ncgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Ncgara 
Rcpoblik Indonesia Nomor 3816); 

17. Pcraturan Pcmerintab Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingklll)gan Hidup (Lembaran Negara RepubJik 
lndooesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambaban Lembantn Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

18. Peraturan Pemerin\ah Nomor 28 Tabuo 1985 tentang Perl.indungan 
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3294); 
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19. Peraturan Pcu~Ctintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha 
Perilcanan (l..embaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Nega:ra Nomor 3408); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Peoyeruhan 
Sebagian Kewa18Dg;m Pemerintahan di Bidang Kehutanan lc:epada 
Daetab (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 72, Tambahao 
Lembatan Negara Nomor 3848); 

21. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahuo 2000 teotang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewcnangan Provinsi sebagoi Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Tahuo 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negaru Nomor 3952); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 TabUn 2007 tentang Pembagian 
Urusan Antaru Pemerlnlah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran 
Negara Republik lndooesia Tahuo 2007 Nom or 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ilc Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tabuo 2008 t.entang Rencana Tata 
Ruang W"tlayab Nasional (Lembaran Negara Republilt Indonesia 
Tabun 2008 Nomor 48, Tarobab4n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tabun 2010 teotang 
Penyelenggaraan Pcnataan Ruang (Lembanm Negara Republilc 
lndo.nesia Tabun 2010 Nomor 21, Tarobahan Lembaran Negaro 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

25. Peraturao Pemerintah Nomor 68 Tabun 2010 tentang Bentuk Dan 
Tata Cara Peran Masyam.kat Dnlam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor tl8, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor S 160); 

26. Pcraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 16 TalJUn 2006 teotang 
Prosedur Penyusunan Produk Hul:w:n Daccab; 

27. Pcraturao Menteri Dalam Ncgcri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Dacrah dan Berita Daerah; 

28. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang 
Pengawasan Pemturao Oaerab dan Peraturan Kepala Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia TahWl 2011 Nomor 496); 

29. Peraturan Menleri Kclautan dan Pe.rikanao Nomor 16 Tahun 2008 
teutang Perencanaan Pengc1olaao Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
K.ecil; 

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Peri.kanan Nomor 17 Tahun 2008 
tcntang Kawasan Konscrvasi eli Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil; 

31. Pcmn.uan Menteri Kelautan dan Pcrik'anan Nom or I 8 Tahun 2008 
Lentaog Pcngelo1aan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kccil; 

32. Peraturan Daerab Kabupateo Raja Ampat Nomor 1 Thhun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah. Kabupaten Raja Ampat (Lembamn Daerah Kabupaten Raja 
Ampat Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daemh 
Kabupaten Raja Am pat Nomor I); 

33. Peraturan Daerah Kabupat.en Raja Ampal Nomor 27 Tahun 2008 
tentang K.awasan Konservasi taut Daetah ( .Lembaran Daerah 
K.abupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 27 Tambuhan Lcmbamn 
Daerah Tahlln 2008 Nomor 27); 

34. Pemturan Daerah K.abupaten Raja Ampa1 Nomor : 8 Tahun 2010 
teotang Penge1olaan Tcrumbu .Karang ( Lembaran Daernh 
K.abupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nornor 08, Tambahan 
Lembaran Daerab Tahun 2010 No.mor 65); 
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35. Pcntluran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 3 Tahun 2012 
tenrang Rencana Tata RliW1g Wilayah Kabupaten Raja Ampat ( 
Lembanm Daerah Kabopaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Daerah Tubun 2012 Nomor 77); 

l>eagaD Persecujun Bersama 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENRAJAAMPAT 

Dan 

Meuehlpkan 

BUPATI RAJAAMPAT 

MEMlJTUSKAN : 

PERA TURAN DAERAH TENTANG PERLlNDUNGAN 
HUT AN MANGROVE DAN RUTAN PANT AI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peruturun Da.eruh ini yang dimaksud deogan : 
1. Dacrsh adalah Kabupatcn Raja Ampal. 
2. Pemeri.ntah Oaerub adalah Kepala Oaemh bcscrta Pcrangkat Daemh otonom yang lain 

sebaglli Badan EkselrutifDaerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampru. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaemh yang selanjuLDya disingkat DPRD adalah Lembaga 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo Raja Ampat sebagai unsur penyeleoggara 
Pemcrintahan Daerah. 

5. Pcmeriotahao Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemcrintahan oleb Pemerintab Dactah 
dan OPRD mcnurut a.sas otonomi dan tugas pembontuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negarn Republik Indonesia. 

6. Dinas/Badan!Kantornnstansi Teknis adalah Dinas Kebutanan, DinasKclautan dan 
Perikanan, Dinas Periebunan dan Tanaman Pangan, Badan Penanggulangan 
Bencanai(DPBD), dan Kantor Linglrungan Hidup. 

7. Kas Dacrab adalah kas daerah Kabupaten Raja Am pat. 
8. IIutan adaloh satu kesatuan ekosistem berupa bamparun laban bersumberdaya alam hayati 

yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya 
tidak dapat dipisahkan. 

9. Kawasan hutao adalah wilayab tertentu yang ditunjuk danlatau ditetapkan oleh Pemeriotah 
untuk dipertahank.an kcbecadaannya sebagai hutan tctap. 

10. Hutan Mangrove adalah tipe hutan yang umwnnya tumbuh dan bedembang pad4 tanah 
lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin eli 
sepanjang pantai, muara sungai, teluk dangJc.al, delta, bagian yang terlindung dari tanjung 
dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada lcawasan tropis dan 
subtropics, dan yang dicirikandengan jcnis-jenis pobon seper1i A vicennia, Sonneratia, 
Rihizopora, Bruguiera, Ceriops, Lwnnitzera, Excoecaria, Xylocarp, Aeqieceros, Scypyphom 
danNypa. 

11. Hutan Pan tal adalab butan yang terdapat di daerah pantai dan tidal< terpengaruh oleh pasang 
surut air laut dan didominasi dengan vegeta!Ji pantui. 

12. Pcngelolaan mangrove adalah kegiatan perencanaan peruntukan, penggunaan, 
pelestarian dan pengawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dengan scdapat mungkin melibatk:a.o pcran serla masyarakat 

13. Pelestarian Hulan Mangrove adalah mngkaian upaya perl.indungan terhadap 
butan mangrove dengao cara pemeliharnan tanaman lama, penanaman dengan tarutman 
baru, dan pennudaan yang dilakukan tmtuk rnelindungi mangrove dari kegiatan yang 
mcngganggu pelestariannya. 
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14. Pemanfaatan hutan mangrove adalah kegjatan pengambilan manfaat dari hutan 
mangrove yang diJakukan oleh anuota masyarakat secara selektif dengan 
memperbatikan keleslariao sumber daya dan kelayalcan peognsabaan hutan mangrove. 

IS. lntrusi adalah proses m'••"knya air ID.ut ke dalam sistemperairan air tawar nk.ibaL 
terjadi ketidak sesuaian hidrologi. 

16. Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari semua spesies tumbuhan, hewnn dan 
mikroorgan.isme, suatu proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka mcnjad.i 
bag ian. 

17. Keanekaragaman genetik adalah kcanckaragamnn yang mencakup informasi genetik 
sebagai pembawu sifat keturunan dari scmua makhluk hidup yang ada. 

18. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman organ.isme atau jcnis yang 
mempunyai !>'\!Sunan yang tertentu. 

19. Keanekaragaman ekoslstem adalah keanekaragaman yang merujuk kepada kehcradaan 
habital 

20. Abrasi adalah proses rusaknya pantai/ (crosi) scbagi akibat gcmburau ombak utuu gaya air 
!aut atau gaya berut dari tanahlpartikel tanahlbatuan itu sendiri. 

21. Orang dan Badan bukum adalab setiap orang pribadi dan/atau Badan Hulrum berbentuk 
Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Firma, Perscroan Jainnya. BUMN, BUMD dan 
/atau oama lainnya yang be.rgerak diberbagai bldang usaha secara teratur dalam suatu 
kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. 

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjU\Dya disaing.kat PPNS adalah Pegawai Ncgcri 
Sipil yang dlberi wewellllllg khusus untuk melakukan kegjatan pcnyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Pernndangan-undangan dan Peraturan Daerah. 

23. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP adoluh ldt.ab 
undang·undang yang memuat dan mengatur teotang pelanggarao pidana dan perbuatan 
pidana. 

24. Kitab Undang-undang Hulrum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP adalah 
lcitab undang-undang yang mengatur tentang prosedur dan tatacara beracara bagi yang 
melakuknn perbuatan pc.Janggaran pidana dan perbuatan pidana. 

BABD 
RUANG UNGKUP 

Pasa12 
.Ruang lingkup perfin<lungan /pengelolaan hutan ll'UI1lgrove dan hutan pantai melipuli pelestarian 
dan pemaofaatnn butan mangrove yang dilakukan dengan berdasarkan pada tata ruang 
kawasan pesisir dan pantul yang disusuo dengan didasarkan atas karakteristik, kesesualan 
dengan mcmpcrhatikan lceanekaragaman genetilc, spesies dan ekosistemnya. 

BABDI 
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS 

Pasal3 
Maksud ditctaplcannya Peraturao Daerah tentang Pcrlindungan hutan mangrove dan hutan 
pantai adalab untuk menjamin kelestarinn ekosistem disepanjang pesisir pantai dan pulnu
pulau kecil, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan kegiatan 
perikanan, kepariwisataan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial budaya masyarakat setempnt. 

Pasal4 
Tlijuan dilakukannya perlinduf\gan terbadap butan mangrove dan butan pantai ndalah : 
a. mellndungi. mengkonservasi, merehnbilitasi. memanfaatkan, dan mcmperkaya hutan 

mangrove dan hutan pantai serta ekosistcm secara be~Kelanjutan. 

b. mernanfaatkan potensl serta fungs.i hutan mangrove dan bulan pantai scbagai suatu 
kawasan yang keberadaannya sebagai sumber dayal(aset) untuk pembangunan berkelanjutan; 

c. memaksimalkan selurub fungsi butan mangrove; 
d. meningkatbn pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan 

mangrove; 
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e. roenjamin pemanfaatan yang berkeadilan dan lestari; 
f. m.11ngerobangkan data dan informasl keanekarc~gamao hayati hutan mangrove serta 

potensi manfaatnya sebagai landasan utama bagi pengelolaan hutan mangrove secara 
lestari. 

g. menjamin keberadaan hutan mangrove dan hulan pantai dengan lua.<>an yang cukup dan 
sebarannya yang proporsiooal; 

b. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat Jingkungan so..~ial, budaya dan 
ekooomi yang seimbang dan. lestari; 

i. memperkuat pemn serta ma!;yarakat dan lembaga pemcrintahao scrta mendorong inisiatif 
masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan ltutan l)antai agar tercapai keadiJan. 
keseimbangan dan keberl~jutan; dan 

j. meningkatlcan nilal sosia.l, ekoDOilli. dan budaya masyarakat melakukan peran sertanya dalam 
pemanfaatan butan mangrove dan hutan paotal. 

Pa,W5 
Perlindungan hutan mangrove ·dan bulan pantai berlandaskan pada azas : 
a. manfaat dan lestari; 
b. keralcyatan dan keadilan; 
c. kebersamaan; 
d. kcterbukaan; 
e. kemitraan; dan 
f. akuntabilitas. 

BAD IV 
PEMANFAA TAN 

Pasal6 
Pemanfaatan butan mangrove dan hutan pantai diselenggarakan dengan memperbatikan 
pelcstarian sumber daya alam dan kekayaan pengusabaannya 

Pasa17 
(1) Pemaofaatan bulan mangrove dan hutan pantai hanya dilakukan untuk pengelolaan kcgiaian 

secara teroatas, meliputi : 
a. kcgiatan ekowisrua; 
b. kegiatan penelitian; 
c. kegiatan pengamanan bulan; 
d. kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan 

kelestarian butan mangrove. 
(2) Pengclolaau ckowisata sebagaimana diraaksud pada ayat (1) huruf a, yan.g bersifat 

komersial wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan hutan mangrove dan 
huto.o pantai . 

(3) Pengaturan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut 
dengan Pcraniran Bupati. 

BABY 
HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKAT 

Pasal 8 
Dalam perlindw1gan hutan mangrove dan hutan panta:i, masyarakat berbak untuk : 
a memperoleb kenikmatan, lreindaban dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi pada daerah 

terbatas; 
b. mengetabui rencana peruntuk:an hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dat) informasi hutan 

mangrove dan nutan pantai; 
e. membcri informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan hutan mangrove <!an hutan 

pantai; 
d. mcJakukan pengawasan terbadap pelaksanoan pengclolaan hutan mangrove dan butan pantai. 
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Pasal9 
Dalam perlindungan hutan m811grove dan hutan pantai, masyarakat berkew.tjiban unruk: 
a. memelihara fungsi butaniTUUlgrove dan bulan pantai; 
b. ilcut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusa.kan oleh orang

orang yang tidak bertanggungjwab; 
c. mcnyebarlnaskan infonnasj yang berkaitan dcngan pengelolaan hutan mangrove dan buum 

pantai kepada publik.; 
d. menjaga aset pengelolaan seperti papan tanda larangan/pengumwnan. pos j"ifl dan aset 

lainnya; 
e. mombantu Pemerintah Oacrah dalam mengamankan hutan mangrove dan bulan pantai dari 

kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi hntan, perburuan satwa dan tanaman serta 
mclakukan upaya-upaya pengamanan sek.itar butan; 

f. mcmbantu melakukan rebabilitasi kawasan hutan; 
g. melaporkan luas laban dikawasan pelestnriao hutan mangrove dan butan pantai yang berada 

dalam wilayah adatnya; dan 
h. mcnghijaul«m Jahan di kawasan pele~tarian butan mMgrove dan hutan pantai yang berada 

dalam wilayah adatnya. 

BABVI 
LARANGAN 

Pasal 10 
Set.iap orang danlatau Budan hluku.m dilarung melakukan kegintan : 
a. mcngcrja.kan dan/atau mcnduduki kawasan butan mangrove dan butan pantai; 
b. mcnebang pohon dalam kawasan hutan mangrove dan hutan pantai; 
c. rneragangkut dan/atau mempetdagangkan k.ayu yang berasal dari hutan mangrove dan hutan 

pantai; 
d. menggunalcan dan/atau memanfaatkao k.ayu yang berasal dari k.awasan hutan mangrove dan 

butan pantai untuk kepentingan rumah tangga dan ekonomi; 
e. melakukan kcgiatan lain yang dapat merusak kelcstarian butan mangrove dan hutan panta.i; 
f. merambah hutan mangrove dan hutan pantai; 
g. mcmba.kar hutan mangrove dan hutan pantai; 
h. mc:nccmari hutan mangrove dan hutan pantai baik dengan bahan organik. maupun dengan 

baban non organik; 
i. merusak sarana dan prasarana yang tersedia di hutan mangrove dan butan pantai; 
j. mcngeluarkan, membawa dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan atau satwa liar yang 

bemsal dari kawasan hu1an mangrove dan hulan pantai. 

DAB Vll 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 11 
(I) Setiap orang danlotau Sudan Hukum yang melalrukan kt:giatan bertcntangan dcngan 

ketentuan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 10, diancnm dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (eoam) bulan dan /atau denda. paling banyak. sebesar Rp. 50.000.000.- (lima 
puluh juta rupiah). 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada aynt (1 ), disctorkan ke Kas daerah dan merupa.kan 

penerimaan daemh. 

BABVW 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

'Pasal l2 
(1) PPNS tertcntu dilingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewcnang khusus scbagai Penyidik 

untuk melalrukan Penyidibn tindak pidana di bidang kehutanan, sebagaimana dimaksud 
dalam KUHAP. 
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(2) PPNS sebagaimana dilllDksud pada ayat (I), berwenang : 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kcterangan yang berkenaan 

dengan tindak pidana dalam bidang kehut:nnan; 
b. melalrukan pemeriksaan terhadap oran11 yan11 diduga melakukan tindak pidana dalrun 

bidang kehutanan; . 
c. meminta keterangan dan baban bukti cluri orang sehubuugan dengan peristiwa lindale 

pidana dalam bidang kebutanan; 
d. melakukan pcmeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindalc pidana 

dalwn bidang kehutanan; 
e . melalrukan pcmerilcsaan ditempat tcru:ntu yang diduga tcrdapal baban bukti dan 

dolcumen lain sena melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barana 
basil pelangga.ran yang dapat dijadikan bulcti dalam perkara tindak pidana dalam bidang 
kehutanan;dan 

f meminta bantuan tenaga ahll dal.am rangku pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanu 
dalam bidang kehutanan. 

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan 
lcepada Pejabat Penyidik Kcpolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kev.'e!langan sebagaimaM dimaksud pada ayat (2), 
memerlubn tindakan pcnangkapan dan penohanan, PPNS melalcukan koordinasi dengan 
Pejabat Pcoyidilc Kepolisian Negara Republilc lndonesia sesuai dengan keteotuan peraturan 
perundang-undangan. 

(S) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampailc.an hasil penyidilcan lcepada 
Penuntut Umum mclalui PejabatPenyidilc Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(6) Scla.in penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Keprua Bagian Hulruro secaro 
ex-officio karena jabatannya bertug-ciS untuk melalrukan penyidikkan tindak pidana dalam 
bidang kehutanan. 

BAD IX 
PENCAWASAN 

Pasal 13 
(1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Instansi tekn.is terkait. 
(2) Instansi teknls sebagaimana dim.aksud poda ayat (l), adalah Dioas Kehutaoan, Dinu:, 

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan, BPBD dan Kantor 
Lingkungan Hidup. 

(3) Bila dipandang pcr:lu, Bupati dapat membcntulc Tim Pengawas terpadu yang terdiri atas 
instansi teJmis terkait dan pemangku kepentingan laionya. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Hal-bal yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksaoaannya akan diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 15 
Pernturan Oaerab ini mulal bet1aku pada tanggal diunda.ogkan. 
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguodaogan Pcraturan Oaerah ini 
dcngan pencmpataonya da!am Lembarao Dacroh Kabupatcn Raja Am pat. 

Ditetapkan di Wai.sai r... tanggal 22 Oktobcr 2~2 

ru~PATl RAJAAMPAT, 'I 
. -----

on:- Fi'~ M.Si. 
~ _ IIUDAfiV/c) 

212 198303 1 031 

LEMBARAN DARRAH KABUPATHN RAJA AMPAT 11\HUN 2012 NOMOR 88 
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PENJELASA,N 
ATAS 

Pl!:RATURAN DAERAD KADUPATEN RA.JA AMP AT 
NOMOR TABUN 2012 

TENTANG 

PERLJNDUNGAN RlJTAN MANGROVE DAN RUTAN PANTAI 

1. PENJELASAN UMUM 

Babwa sumber daya hutan merupakan penyaogga kchidupan yang memberikan 
manfaat langsung tcrhadap ckologi, ckonomi, sosiaJ, dan budaya, maka pcrlu diadakan 
petlindungan atasnya sccara bijalcyma agar dapat teijaga kelestariannya.Sehingga 
pemanfaatannya oleb masyarakat dan Pemcrintah Dm:rah untuk kepcntingan 
pembangunan diberbagai bidang dan sektor dapat dilakukan secara bertanggungjawab 
dan berkesinambungan hingga sampai p-.ula gencra~i anak cucu kita berikutnya 

Hutan mangorove dan bulan pantai yang tcrscbar tidak merata disepanjang 
pesisir panlai dan pulau-pulau kecil dalam wilayab penliran Kabupalen Raja Ampat, 
mempunyai rnanfaat yang sangat bosar bagi kcpentingan pembangunan diberbagai 
bidanglsektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kectl terutama untuk kepentingan 
pemukiman, perikaruln, pelabuhan, obyek wisata, dan lain-lainnya. Dengan demikian 
apabila t.idak dikelola secara b\jaksana, akan bcrdampak terhadap adanya tckanan 
ekologis yang mengancam ekosistem dan sumber daya butan mangrove dan hutan 
pantai yang semakin meningk.at. Maka dengan mcningkatnya tekaoan ini,sudab bardflg 
tcntu mengancam keberadaan dan keberlangsungan ekosistem dan sumbcr daya hutan 
mangrove dan hutan pantai sckitarnya mcnuju kehancuran secara perlnhan-lahan yang 
pada akhimya akan berujung pada kcrusakan ekologi/ek:osistem laul yang didalarnnya 
akan mangancam pula kehidupan berbagai jenis biota Jaut menuju .kepunaban secara 
paten. 

Hutan mangrove dan hutan pantai, juga mempunyai fungsi yang sangat besar 
terhadap perubahan ekologi/ekosistem !aut. K.urena hutan ini mcn~pakan filter yang 
berfungsi untuk. menyaring berbagai limbah yang datang dari darat baik limbah cair 
maupun limbah padat, akibat adanya tekanan banjir atau pcrbuatan manusia yang tidak 
bertanggungjawab dengan membuang sampab sembarangan. Karcna berfungsi dengan 
baik, maka sampah atau limbah tidak langsung mengalir I hanyut mengotori sekaligus 
mencemari air taut yang merupakan tempat hidupnya berbagai jenis biota !aut. 
Kemudian di.salu sisi pula. biota !aut ini juga mcrupakan salah satu obyek wisata selam 
yang sangal menarik bagi para wisatawan untuk dinikmati, sehingga dnpat memberikan 
kontribusi langsung bagi masyarakat dan Pemcrintah Daerah.Disamping itu pula, hutan 
mangrove dan hutan pantai juga mempunyai fungsi yang sangat besar sebagai tanggul 
penaban gelombang pasang air yang mengancam terjadlnya abrasi pantai. 

Bahwa .kebanyakan letjadi kecenderungan kerusakan lingkungan butan mangrove 
dan hutan p-<Uitai akibat discbabkan olch pclaksanaan pcmbangunan yang tidak sesuai 
deng'.m prinsiJrprinsip pe111bangunan ber:kelanjutan (sustainable development), dan 
berwawasan lingkungan ketimbangan lebih ccndcrung mengutamakan dominasi 
kepenl'ingan bisnis ekonruni bersifat multi years; dari pacta kepentingan ekonomj 
masyarakat lokal yang bercirikan ekQooml kerakyatan.Maka dalam pcngawasan dan 
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pedindungan hutao mangorove dan hutao pantai masyarlcat setempat perlu dilibatkan, 
sehingga kebijakan pembangunan alcan lebih bersifiu pertisipatit; transparan, alruntabel, 
cfektif dan efisien, scrta mendulrung supremasi hukum yang sedang digalakan dan 
didnrong oleh semua komponen masyarakat, Pemerintah Daernh, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

Untuk itu, DPRD Kabupatcn Raja Ampat sesuai kewenangan lcgislasinya 
berinisiatif tclah memproduk suatu pertlllgkat aturan hukum daerah yang mengatur 
tentang ''Perlindungan IIutan Mangorove dan Hutan Pantai di Kabupaten Raja Amput". 

U. PASAL DEMI PASAL 

PasaJ 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jclas 

J->asal3 
CukupJelas 

Pasal4 
Cukup Jelas 

Pasa1 5 
Huruf a 

Huruf b 

Huruf c 

Huruf d 

Huruf e 

Huruff 

Yang dimaksud dcngan azas manfaat dan lcstrui adalah de.ngan 
terjaganya hutan mangrove dan hutan pantai, akan memberi.kan manfaat 
keseimbangao dan kelestarian unsur li.ngkW1gan, sosial budaya dan 
ekonomi masyarakat lokal setempat. 

Yang dimaksud dcngan azas kerakyatan dan keadilan adalah 
pengelolaan hutan m:111grove dan hutan pantai harus memberik.an 
peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat berdasarltan 
kemampuannya. 

Yang dimaksud d.t:ngan az.as kebersamaan adalah dalam pengelolaan 
hutan mangrove dan hutan pantai diperlukun suatu kebersamaan antara 
masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak lainnya yaog saling 
mcngtmtW1gk.an> 

Yang djmaksud dengan uas keterbukaan adalah dalam pengelolaan 
hutan mangrove dan hutan pantai wajib mengikutsenakan atau 
melibatkan masyarakat sctempat secara terbuka dan didengur 
aspirasinya. 

Yang dimaksud dengan ozas kemitraan adalah pcogclolaan hutan 
mangrove dan hutan pantai dilaksanakan mc13lui kerja sama dengan 
meogutamakao prinsip saling memerlulcao, saling memperkuat dan 
saling meoguntungkan. 

Yang dimaksud dcngan a7..as akuntabilitas adalah pcngelolaan hutan 
mangrove dan hutan pantai dilaksanakan scca.ra bertanggungjawab. 

PB$a16 
CukupJelas 

Pasa17 
CukupJelas 

Pasal8 
CukupJelas 

Pasal9 
CukupJclas 



Pasal tO 
CukupJelas 

Pasal ll 
CukupJelas 

Pasall2 
Cukup Jelas 

Pasal 13 
CukupJelas 

Pa.<~al 14 
CukupJelas 

PasaJ 15 
CukupJelas 
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